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Abstrak

Dalam upaya untuk upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan. Hal inilah yang menjadi latar belakang ketertarikan penulis untuk menulis tesis dengan permasalahan : 1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan dan 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan.





















Abstrack

In efforts to better ensure legal certainty, fairness, transparency and accountability of public services, to support efforts to improve and develop national economies related to global trade, to support the smooth flow of goods and to increase the effectiveness of control over the traffic of goods entering or leaving the area Indonesian customs and certain goods traffic within Indonesia's customs area, as well as to optimize smuggling prevention and prosecution, it is necessary to have a clearer regulation in customs implementation. This is thebackground of the author's interest to write a thesis with the problem: 1. How to enforce criminal law in order to prevent and eradicate smuggling crime and 2. What factors cause the crime of smuggling.
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